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ABSTRAK

Skripsi ini difokuskan pada isu hukum penanganan perkara anak yang melakukan
tindak pidana ringan. Pada dasarnya, perkara anak yang melakukan tindak pidana
ringan dapat diselesaikan tanpa melalui proses persidangan atau litigasi. Dalam hal
ini, anak yang melakukan tindak pidana ringan diproses melalui upaya diversi.
Namun, karena satu dan lain hal, terjadi penyimpangan terhadap aturan yang
harusnya ditaati. Penyimpangan tersebut dilakukan dalam bentuk penanganan
perkara tanpa melalui upaya diversi. Adanya penyimpangan tersebut perlu
dipertanyakan apakah ketentuannya telah mengimplementasikan atau belum
mengimplementasikan asas sistem peradilan pidana anak dan hak-hak anak yang
ada di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak. Untuk mengetahui implementasinya dilakukan analisis terhadap tiga
putusan pengadilan terkait tindak pidana ringan yang dilakukan anak, yaitu Putusan
Nomor: 205/Pid.C/2014/PN.Kbm, Putusan Nomor: 21/Pid.C/2018/PN.Tpg, dan
Putusan Nomor: 4/Pid.C-Anak/2017/PN.Pbg. Selain itu, analisis dilakukan untuk
mencari ratio decidendi atau alasan hakim dalam ketiga putusan pengadilan
tersebut.
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ABSTRACT

Focus of this essay is how to handle cases of child who commit misdemeanor.
Basically, cases of child who commit misdemeanor can be resolved without going
through a trial or litigation process. In this case, the child is processed through
diversion. However, for one reason or another, there is a deviation from the rules
that should be obeyed. The deviation is done in the form of handling cases without
diversion. The existence of this deviation needs to be questioned whether the
provisions have implemented or not implemented the principle of the juvenile
Justice system and the rights of children in Law of the Republic Indonesia Number
11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children. To find out the
implementation, an analysis of three district court decisions related to child who
commit misdemeanor is needed, namely  Decision Number:
205/Pid.C/2014/PN.Kbm, Decision Number: 21/Pid.C/2018/PN.Tpg, and Decision
Number: 4/Pid.C-Anak/2017/PN.Pbg. In addition, analysis is needed to find out the
ratio of decidendi or the reasons of judges in that three court decisions.
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